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Sumber HukumSumber Hukum

�� Tempat untuk menggali / Tempat untuk menggali / 
menemukan hk nyamenemukan hk nya
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Beberapa arti Sumber HukumBeberapa arti Sumber Hukum

�� Sebagai asas hukumSebagai asas hukum

�� Sebagai hukum terdahulu yang Sebagai hukum terdahulu yang 
memberikan bahanmemberikan bahan--bahan pada bahan pada 
hukum saat inihukum saat ini
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hukum saat inihukum saat ini

�� Sebagai sumber berlakunya hukum Sebagai sumber berlakunya hukum 
(yang memberi kekuatan berlaku (yang memberi kekuatan berlaku 
secara formal kepada peraturan secara formal kepada peraturan 
hukum)hukum)

Ex: Penguasa, masyarakat.Ex: Penguasa, masyarakat.



�� Sebagai sumber dari mana kita Sebagai sumber dari mana kita 
dapat mengenali hukumdapat mengenali hukum

Ex: dokumen, undangEx: dokumen, undang--undang, undang, 
lontar, batu tulis, dll.lontar, batu tulis, dll.

�� SebagaiSebagai sumbersumber terjadinyaterjadinya hukumhukum //
sumbersumber yangyang menimbulkanmenimbulkan hukumhukum
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sumbersumber yangyang menimbulkanmenimbulkan hukumhukum



ALGRAALGRA

MMembagi sumber hukum menjadi 2:embagi sumber hukum menjadi 2:
1.1. Sumber hukum materiilSumber hukum materiil

�� tempat dari mana materi hukum itu diambil; tempat dari mana materi hukum itu diambil; 
merupakan faktor yang membantu merupakan faktor yang membantu 
pembentukan hukumpembentukan hukum

Ex:hub. sosial, hubungan kekuatan politik, Ex:hub. sosial, hubungan kekuatan politik, 
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Ex:hub. sosial, hubungan kekuatan politik, Ex:hub. sosial, hubungan kekuatan politik, 
situasi situasi sosial ekonomis, tradisi, dllsosial ekonomis, tradisi, dll

2.2. Sumber hukum formilSumber hukum formil
�� Tempat atau sumber dari mana suatu Tempat atau sumber dari mana suatu 

peraturan memperoleh kekuatan mengikat; peraturan memperoleh kekuatan mengikat; 
berkaitan dengan bentuk atau cara yang berkaitan dengan bentuk atau cara yang 
menyebabkan peraturan hukum itu menyebabkan peraturan hukum itu 
formal berlakuformal berlaku

�� Yang diakui umum sebagai sumber hukum Yang diakui umum sebagai sumber hukum 
formil: UU, perjanjian antar negara, formil: UU, perjanjian antar negara, 
yurisprudensi, kebiasaan.yurisprudensi, kebiasaan.



Van APELDOORNVan APELDOORN

MMembedakan sumber hukum menjadi 4 macam:embedakan sumber hukum menjadi 4 macam:

1.1. Sumber hukum dalam arti historisSumber hukum dalam arti historis

�� tempat kita menemukan hukumnya dalam tempat kita menemukan hukumnya dalam 
sejarah sejarah 

a.a. Sumber hukum yang merupakan tempat Sumber hukum yang merupakan tempat 
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a.a. Sumber hukum yang merupakan tempat Sumber hukum yang merupakan tempat 
dapat diketemukan atau dikenal hukum dapat diketemukan atau dikenal hukum 
secara historis.secara historis.

Ex: dokumenEx: dokumen--dokumen kuno, lontar, dsb.dokumen kuno, lontar, dsb.

b.b. Sumber hukum yg merupakan tempat Sumber hukum yg merupakan tempat 
pembentuk UU mengambil bahannya.pembentuk UU mengambil bahannya.



2.2. Sumber hukum dalam arti sosiologis (teleologis)Sumber hukum dalam arti sosiologis (teleologis)

��FaktorFaktor--faktor yang menentukan isi hukum positipfaktor yang menentukan isi hukum positip

Ex:Ex: pandangan agamapandangan agama

3.3. Sumber hukum dalam arti filosofisSumber hukum dalam arti filosofis

a.a. Sumber isi hukum Sumber isi hukum �� isi hukum asalnya dari isi hukum asalnya dari 
mana?mana?

•• Pandangan teokratis Pandangan teokratis �� dari Tuhandari Tuhan

•• Pandangan hukum kodrat Pandangan hukum kodrat �� dari akal manusiadari akal manusia

•• Pandangan mazhab historis Pandangan mazhab historis �� dari kesadarandari kesadaran
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b.b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum hukumSumber kekuatan mengikat dari hukum hukum

c.c. Sumber hukum dalam arti formilSumber hukum dalam arti formil

�� Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positip Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positip 
merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang 
berlaku yang mengikat hakim dan penduduk.berlaku yang mengikat hakim dan penduduk.



SumberSumber--Sumber Hk Formil Sumber Hk Formil 

IndonesiaIndonesia
•• Peraturan perPeraturan per--UUUU--anan

•• PerjanjianPerjanjian

•• Perjanjian antar negara / Perjanjian Perjanjian antar negara / Perjanjian 
internasionalinternasional

•• YurisprudensiYurisprudensi
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•• YurisprudensiYurisprudensi

•• DoktrinDoktrin

•• KebiasaanKebiasaan

•• Kesadaran hukumKesadaran hukum



Peaturan PerundangPeaturan Perundang--undanganundangan
�� Peraturan ≠ aturanPeraturan ≠ aturan

�� Aturan Aturan �� tertulis dan tdk tertulistertulis dan tdk tertulis

�� Peraturan = aturan tertulisPeraturan = aturan tertulis

�� Pasal 1 angka 2 UU 10 th 2004 Pasal 1 angka 2 UU 10 th 2004 
��Peraturan perPeraturan per--UUUU--an adalah peraturan an adalah peraturan 
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��Peraturan perPeraturan per--UUUU--an adalah peraturan an adalah peraturan 

tertulis yang dibentuk oleh lembaga tertulis yang dibentuk oleh lembaga 
negara atau pejabat yang berwenang dan negara atau pejabat yang berwenang dan 
mengikat secara umum.mengikat secara umum.

�� MerupakanMerupakan sumbersumber hkhk ygyg utamautama �� Civil Civil 

Law SystemLaw System



�� Istilah peraturan perIstilah peraturan per--UUUU--an memiliki an memiliki 
makna yang lebih luas dr pd UUmakna yang lebih luas dr pd UU

�� Peraturan perPeraturan per--UUUU--an terdiri dari : an terdiri dari : 
UUD, legislasi (UU), dan regulasi / UUD, legislasi (UU), dan regulasi / 
delegated regulation (peraturan di delegated regulation (peraturan di 
bawah UU)bawah UU)
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�� Tersusun dalam hirarki dari yang Tersusun dalam hirarki dari yang 
tertinggi ke yang terendah (Stufen tertinggi ke yang terendah (Stufen 
Theorie by Hans Kelsen)Theorie by Hans Kelsen)

�� Terdapat asas: Terdapat asas: “Lex superiori “Lex superiori 
derogat legi inferioriderogat legi inferiori””



�� Hirarki perHirarki per--UUUU--an Indonesia:an Indonesia:

1.1. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966:TAP MPRS No. XX/MPRS/1966:

1.1.UUD1945UUD1945

2.2.TAP MPRTAP MPR

3.3.UU / PerpuUU / Perpu

4.4.PPPP
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4.4.PPPP

5.5.KepresKepres

6.6.PermenPermen



2.2. Pasal 2 TAP MPR III/MPR/ 2000Pasal 2 TAP MPR III/MPR/ 2000

1.1.UUD1945UUD1945

2.2.TAP MPRTAP MPR

3.3.UUUU

4.4.PerpuPerpu

5.5.PPPP
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5.5.PPPP

6.6.KepresKepres

7.7.PerdaPerda



3.3. Pasal 7 UU No. 10 Th 2004Pasal 7 UU No. 10 Th 2004

(ttg Pembentukan Peraturan (ttg Pembentukan Peraturan 
PerundangPerundang--undangan)undangan) ::

1.1. UUD1945UUD1945

2.2. UU / PerpuUU / Perpu

3.3. PPPP
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3.3. PPPP

4.4. PerpresPerpres

5.5. PerdaPerda



�� Asas perAsas per--UUUU--an:an:

1.1. Presumptio iuris et de yure (setiap org Presumptio iuris et de yure (setiap org 
dianggap tahu hukumnya) Mengapadianggap tahu hukumnya) Mengapa��??

2.2. Lex superiori derogat legi inferioriLex superiori derogat legi inferiori

3.3. Ius contra actus (setiap peraturan perIus contra actus (setiap peraturan per--
UUUU--an harus diganti dengan yang an harus diganti dengan yang 
setara)setara)
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setara)setara)

4.4. Lex posteriori derogat legi prioriLex posteriori derogat legi priori

5.5. Lex specialis derogat legi generalisLex specialis derogat legi generalis



UUD 1945UUD 1945

�� Dibentuk dan diubah oleh MPR Dibentuk dan diubah oleh MPR ��

pasal 3 (1) UUD 45pasal 3 (1) UUD 45

�� Merupakan hukum dasar dalam Merupakan hukum dasar dalam 
peraturan perperaturan per--UUUU--an RI an RI �� pasal 3 pasal 3 
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peraturan perperaturan per--UUUU--an RI an RI �� pasal 3 pasal 3 

UU 10/2004UU 10/2004



UndangUndang--UndangUndang

�� Pengertian UU:Pengertian UU:
1.1.a.a. Dalam arti materiil Dalam arti materiil ��Keputusan atau Keputusan atau 

ketetapan penguasa, yang dilihat dari ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinyaisinya
disebut UU dan mengikat setiap orang secara disebut UU dan mengikat setiap orang secara 
umum.umum.

b.b. Dalam arti formil  Dalam arti formil  ��Keputusan penguasa yang Keputusan penguasa yang 
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b.b. Dalam arti formil  Dalam arti formil  ��Keputusan penguasa yang Keputusan penguasa yang 
dilihat dari dilihat dari bentukbentuk dan cara terjadinya disebut dan cara terjadinya disebut 
UU.UU.

2.2.Menurut Algra Menurut Algra �� Suatu peraturan umum yang Suatu peraturan umum yang 
berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu.berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu.

3.3.Menurut UU 10/ 2004Menurut UU 10/ 2004��UndangUndang--undang adalah undang adalah 
peraturan perperaturan per--UUUU--an yang dibentuk oleh DPR an yang dibentuk oleh DPR 
dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 
angka 3)angka 3)



�� Dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama 
Presiden Presiden �� pasal 20 UUD 45 jo pasal 1 angka 3 pasal 20 UUD 45 jo pasal 1 angka 3 
UU 10/2004UU 10/2004

�� UU terdiri dari beberapa bagian:UU terdiri dari beberapa bagian:
1.1. Konsiderans Konsiderans �� pertimbanganpertimbangan--pertimbangan pertimbangan 

mengapa UU tersebut dibuat, terdiri:mengapa UU tersebut dibuat, terdiri:
-- “Menimbang” “Menimbang” ��landasan / pertimbangan landasan / pertimbangan 

non yuridis (ex: filosofis, sosiologis, dll)non yuridis (ex: filosofis, sosiologis, dll)
-- (“Membaca”)(“Membaca”)
-- “Mengingat” “Mengingat” ��landasan / pertimbangan landasan / pertimbangan 
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-- “Mengingat” “Mengingat” ��landasan / pertimbangan landasan / pertimbangan 
yuridisyuridis

2.2. Diktum / amar Diktum / amar �� isi / pasalisi / pasal--pasal UUpasal UU
3.3. Ketentuan peralihan Ketentuan peralihan �� untuk mengisi untuk mengisi 

kekosongan dalam hukum dengan kekosongan dalam hukum dengan 
menghubungkan waktu yang lampau dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan 
sekarang.sekarang.

Cth=?Cth=?



�� Materi muatanMateri muatan�� pasal 8 UU pasal 8 UU 

10/2004:10/2004:
�� Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD 

�� Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur 
dalam UU         dalam UU         

�� UU diberi nomor urut serta tahun UU diberi nomor urut serta tahun 
dikeluarkannya, nomor urutnya tiap dikeluarkannya, nomor urutnya tiap 
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dikeluarkannya, nomor urutnya tiap dikeluarkannya, nomor urutnya tiap 
tahun kembali ke nomor satu.tahun kembali ke nomor satu.



�� Pengundangan: Pengundangan: �� diundangkan dengan diundangkan dengan 
menempatkannya dalam Lembar Negara menempatkannya dalam Lembar Negara 
(pasal 45 UU 10 / 2004)(pasal 45 UU 10 / 2004)

•• L.N (Staatsblad / S) L.N (Staatsblad / S) �� UU / Perpu, PP, Perpres ttg UU / Perpu, PP, Perpres ttg 
pengesahan perjanjian antara negara RI dan pengesahan perjanjian antara negara RI dan 
negara lain atau badan Internasional dan ttg negara lain atau badan Internasional dan ttg 
pernyataan keadaan bahaya, serta peraturan perpernyataan keadaan bahaya, serta peraturan per--
UUUU--an lain yang menurut peraturan peran lain yang menurut peraturan per--UUUU--an yg an yg 
berlaku harus diundangkan dalam L.N (pasal 46 berlaku harus diundangkan dalam L.N (pasal 46 
ayat 1 UU 10 / 2004)ayat 1 UU 10 / 2004)
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ayat 1 UU 10 / 2004)ayat 1 UU 10 / 2004)

•• T.L.N (bijblad)T.L.N (bijblad) �� Memuat penjelasan Memuat penjelasan 
peraturan perperaturan per--UUUU--an yang dimuat dalam L.N (psal an yang dimuat dalam L.N (psal 
47 ayat 1 UU 10 / 2004)47 ayat 1 UU 10 / 2004)

•• Berita Negara (De Javasche Courant)Berita Negara (De Javasche Courant)��Memuat Memuat 
peraturan perperaturan per--UUUU--an selain yang dimuat dalam an selain yang dimuat dalam 
L.N L.N 

(Pasal 46 ayat 2 UU 10 / 2004). (Pasal 46 ayat 2 UU 10 / 2004). �� Perpres yang Perpres yang 
mengatur hal selain ttg pengesahan perjanjian mengatur hal selain ttg pengesahan perjanjian 
antara negara RI dan negara lain atau badan antara negara RI dan negara lain atau badan 
Internasional dan ttg pernyataan keadaan bahayaInternasional dan ttg pernyataan keadaan bahaya



-- Tambahan Berita Negara (Bij voegsel)Tambahan Berita Negara (Bij voegsel)��Memuat Memuat 
penjelasan peraturan perpenjelasan peraturan per--UUUU--an yang dimuat an yang dimuat 
dalam Berita Negara. (pasal 47 ayat 2 UU 10 / dalam Berita Negara. (pasal 47 ayat 2 UU 10 / 
2004)2004)

-- Lembaran DaerahLembaran Daerah �� Memuat Perda Memuat Perda 
(pasal 49 ayat 1 UU 10 / 2004)(pasal 49 ayat 1 UU 10 / 2004)

-- Berita DaerahBerita Daerah �� Memuat Peraturan Memuat Peraturan 
Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau 
peraturan lain di bawahnya (Pasal 49 ayat 2 UU 10 peraturan lain di bawahnya (Pasal 49 ayat 2 UU 10 
/ 2004)/ 2004)
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/ 2004)/ 2004)



�� Permendagri No. 15 Tahun 2006 Permendagri No. 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan Bentuk Produk tentang Jenis dan Bentuk Produk 
Hukum Daerah:Hukum Daerah:

•• Peraturan Daerah;Peraturan Daerah;

•• Peraturan Kepala Daerah;Peraturan Kepala Daerah;

•• Peraturan Bersama Kepala Derah;Peraturan Bersama Kepala Derah;
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•• Keputsan Kepala Daerah; danKeputsan Kepala Daerah; dan

•• Instruksi Kepala Daerah.Instruksi Kepala Daerah.



••Perbedaan Peraturan & Perbedaan Peraturan & 

Keputusan:Keputusan:
PeraturanPeraturan

�� Berisi norma Berisi norma 
pengaturanpengaturan

�� Bersifat umum dan Bersifat umum dan 
abstrakabstrak

KeputusanKeputusan

�� Berisi penetapanBerisi penetapan

�� Bersifat individual, Bersifat individual, 
dan konkritdan konkrit

Konsideran terdiri Konsideran terdiri 
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abstrakabstrak

�� Konsideran terdiri Konsideran terdiri 
menimbang dan menimbang dan 
mengingatmengingat

�� Belum menimbulkan Belum menimbulkan 
akibat hukumakibat hukum

�� Konsideran terdiri Konsideran terdiri 
menimbang, menimbang, 
mengingat, dan atau mengingat, dan atau 
memperhatikanmemperhatikan

�� Menimbulkan akibat Menimbulkan akibat 
hukumhukum



�� Waktu berlakunya suatu peraturan perWaktu berlakunya suatu peraturan per--
UUUU--an:an:

1. 1. Pada tanggal diundangkanPada tanggal diundangkan

2.2. Ditentukan sendiri oleh peraturan perDitentukan sendiri oleh peraturan per--
UUUU--an ybsan ybs

Ex:Ex: UU 10 / 2004UU 10 / 2004

3.3. Ditentukan oleh peraturan lainDitentukan oleh peraturan lain

Ex: UU 1 / 1974Ex: UU 1 / 1974
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Ex: UU 1 / 1974Ex: UU 1 / 1974

4.4. Jika tidak ditentukan tanggal berlakunya, Jika tidak ditentukan tanggal berlakunya, 
maka suatu peraturan permaka suatu peraturan per--UUUU--an berlaku an berlaku 
pada hari kepada hari ke--30 sesudah hari 30 sesudah hari 
diundangkandiundangkan



�� Waktu berakhirnya peraturan perWaktu berakhirnya peraturan per--
UUUU--an:an:

1.1. Dicabut / dihapus oleh peraturan Dicabut / dihapus oleh peraturan 
perper--UUUU--an (yg sederajat) yang baru an (yg sederajat) yang baru 
(asas lex posteriori derogat legi (asas lex posteriori derogat legi 
priori)priori)

Ditentukan sendiri oleh peraturan Ditentukan sendiri oleh peraturan 
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2.2. Ditentukan sendiri oleh peraturan Ditentukan sendiri oleh peraturan 
perper--UUUU--an tersebut.an tersebut.



�� Ruang lingkup berlakunya peraturan Ruang lingkup berlakunya peraturan 
perper--UUUU--an:an:

1. 1. Asas teritorial Asas teritorial �� berlaku bagi berlaku bagi 
siapa siapa saja, dalam suatu wilayah (ex: saja, dalam suatu wilayah (ex: 
wil negara RI)wil negara RI)

Ex:Pasal 2 KUHPEx:Pasal 2 KUHP

2. 2. Asas personalAsas personal �� berlaku unberlaku unttuk uk 
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2. 2. Asas personalAsas personal �� berlaku unberlaku unttuk uk 
orang tertentu, di mana sajaorang tertentu, di mana saja

Ex:Pasal 5 KUHPEx:Pasal 5 KUHP

3.3.Asas universalAsas universal �� berlaku bagi berlaku bagi 
siapa siapa saja di mana sajasaja di mana saja

Ex:Pasal 4 KUHPEx:Pasal 4 KUHP



�� Keberlakuan peraturan perKeberlakuan peraturan per--UUUU--anan::

1.1.Keberlakuan yuridis / formal Keberlakuan yuridis / formal 

�� Peraturan perPeraturan per--UUUU--an berlaku jika telah an berlaku jika telah 
sesuai dengan persyaratan formal sesuai dengan persyaratan formal 
terbentuknya, dan jika substansinya terbentuknya, dan jika substansinya 
sesuai / tdk bertentangan dengan sesuai / tdk bertentangan dengan 
peraturan perperaturan per--UUUU--an yang lebih tinggi.an yang lebih tinggi.

�� Uji materiilUji materiil

2.2.Keberlakuan sosiKeberlakuan sosioologis / empirislogis / empiris
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2.2.Keberlakuan sosiKeberlakuan sosioologis / empirislogis / empiris

�� Peraturan perPeraturan per--UUUU--an berlaku jika diterima an berlaku jika diterima 
dan ditaati oleh masyarakatdan ditaati oleh masyarakat

3. 3. Keberlakuan filosofis / evaluatifKeberlakuan filosofis / evaluatif

�� Peraturan perPeraturan per--UUUU--an berlaku jika sesuai an berlaku jika sesuai 
dengan cita hukum / nilaidengan cita hukum / nilai--nilai meta yuridis nilai meta yuridis 
yang adayang ada



Sumber Hk di luar Sumber Hk di luar 

Peraturan PerundangPeraturan Perundang--undanganundangan

�� Kapan sumb. Hk di luar peraturan Kapan sumb. Hk di luar peraturan 
perundangperundang--undangan digunakan?undangan digunakan?

��asas: “hakim tidak boleh menolak asas: “hakim tidak boleh menolak 

perkara dengan alasan tidak ada perkara dengan alasan tidak ada 
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perkara dengan alasan tidak ada perkara dengan alasan tidak ada 
dasar hkdasar hk--nya.”nya.”



YurisprudensiYurisprudensi
MemilikiMemiliki syaratsyarat::
�� PPutusanutusan dandan atauatau penetapanpenetapan hakim yang telah memiliki hakim yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) 
�� PutusanPutusan / / penetapanpenetapan tersebuttersebut atasatas suatusuatu halhal barubaru
�� BerfungsiBerfungsi sbgsbg sumbersumber hkhk yaituyaitu putusanputusan / / penetapanpenetapan hakim hakim 

terdahuluterdahulu atasatas halhal barubaru tersebuttersebut dijadikandijadikan rujukanrujukan bagibagi
putusanputusan / / penetapanpenetapan hakim hakim selanjutnyaselanjutnya ((tdktdk wajibwajib��CivilCivil
law systemlaw system))
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law systemlaw system))

PutusanPutusan ≠ ≠ penetapanpenetapan
PutusanPutusan �� adanyaadanya duadua pihakpihak atauatau lebihlebih ygyg

beperkarabeperkara
PenetapanPenetapan ��tidaktidak adaada sengketasengketa parapara

pihakpihak. . MerupakanMerupakan penetapanpenetapan
ttgttg status status hukumhukum suatusuatu halhal
tertentutertentu



�� Putusan hakim terdiri dari:Putusan hakim terdiri dari:

1. 1. Ratio Decidendi Ratio Decidendi �� Dasar yuridis / Dasar yuridis / 

pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum dalam 
putusan putusan tersebut.tersebut.

2. 2. Obiter DictaObiter Dicta�� AlasanAlasan--alasan alasan 

non yuridisnon yuridis
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non yuridisnon yuridis

�� PutusanPutusan hakim hakim hanyahanya mengikatmengikat
pihakpihak--pihakpihak ygyg beperkarabeperkara



Fungsi YurisprudensiFungsi Yurisprudensi

�� terwujudnyaterwujudnya standarstandar hukumhukum (law standard) dlmdlm
jenisjenis perkaraperkara tertentutertentu
�� SebagaiSebagai pedomanpedoman

�� Agar Agar putusanputusan ygyg satusatu & & ygyg lain lain tdktdk bertentanganbertentangan

�� TdkTdk merusakmerusak citracitra peradilanperadilan

�� KepastianKepastian hkhk

MenciptakanMenciptakan landasanlandasan dandan persepsipersepsi hukumhukum ygyg
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�� MenciptakanMenciptakan landasanlandasan dandan persepsipersepsi hukumhukum ygyg
samasama (Unified Legal Frame Work – Unified Legal 
Opinion)
�� dapatdapat membinamembina persamaanpersamaan landasanlandasan hkhk ygyg seragamseragam

�� mencitakanmencitakan keseragamankeseragaman nilainilai dandan bahasabahasa hkhk ygyg samasama

�� dlmdlm menyelesaikanmenyelesaikan kasuskasus yyg g samasama diterapkanditerapkan nilainilai hkhk
ygyg samasama & & seragamseragam



�� Tercipta kepastian penegakkan hk Tercipta kepastian penegakkan hk (to 

settle the certainty of law enforcement)

��perasaan hk yg samaperasaan hk yg sama

��memantapkan rasa kebenaran &   keadilan   memantapkan rasa kebenaran &   keadilan   
yg samayg sama

��menciptakan perilaku hk yg samamenciptakan perilaku hk yg sama

�� Mencegah terjadinya putusan disparitas Mencegah terjadinya putusan disparitas 
(kesenjangan/perbedaan antara yg satu & yg (kesenjangan/perbedaan antara yg satu & yg 
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(kesenjangan/perbedaan antara yg satu & yg (kesenjangan/perbedaan antara yg satu & yg 
lain)lain)

��Agar tidak terjadi difference judge difference Agar tidak terjadi difference judge difference 
sentencesentence

Proses peradilan lebih efisienProses peradilan lebih efisien



PerjanjianPerjanjian

�� Dalam ruang lingkup hukum privatDalam ruang lingkup hukum privat

�� Asas pacta sun servanda (pasal 1338 BW)Asas pacta sun servanda (pasal 1338 BW)

�� Syarat sahnya perjanjian:Syarat sahnya perjanjian:

1.1. Kesepakatan (konsensualisme)Kesepakatan (konsensualisme)

2.2. KecakapanKecakapan
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2.2. KecakapanKecakapan

3.3. Suatu hal tertentuSuatu hal tertentu

4.4. Suatu sebab yang halalSuatu sebab yang halal

11--4 4 �� pasal 1320BWpasal 1320BW

5.5. Tidak bertentangan dg UU, ketertiban Tidak bertentangan dg UU, ketertiban 
umum, dan atau kesusilaan umum, dan atau kesusilaan �� pasal 1337BWpasal 1337BW



TRAKTAT/TREATYTRAKTAT/TREATY

�� Perjanjian antar negara yg Perjanjian antar negara yg 
dituangkan dlm bentuk tertentudituangkan dlm bentuk tertentu

�� Merupakan perjanjian internasionalMerupakan perjanjian internasional

Pacta sunt servandaPacta sunt servanda
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�� Pacta sunt servandaPacta sunt servanda



MacamMacam--macam Traktatmacam Traktat

�� TraktatTraktat BilateralBilateral

��ApabilaApabila dibuatdibuat oleholeh 2 2 negaranegara, , contohcontoh : : 
perjanjianperjanjian tapaltapal batasbatas

�� TraktatTraktat MultilateralMultilateral
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TraktatTraktat MultilateralMultilateral

��ApabilaApabila dibuatdibuat oleholeh lebihlebih daridari 2/2/banyakbanyak
negaranegara, , contohcontoh : ASEAN: ASEAN

�� TraktatTraktat KolektifKolektif / / TraktatTraktat terbukaterbuka

��TraktatTraktat Multilateral Multilateral ygyg dptdpt dimasukidimasuki oleholeh
negaranegara lain, lain, contohcontoh : : PiagamPiagam PBBPBB



DOKTRINDOKTRIN

�� Pendapat sarjana hukum yg Pendapat sarjana hukum yg 
terkemuka yg besar pengaruhnya terkemuka yg besar pengaruhnya 
thd hakim dlm mengambil keputusanthd hakim dlm mengambil keputusan

�� Doktrin yg menjadi sumber hk formil Doktrin yg menjadi sumber hk formil 
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�� Doktrin yg menjadi sumber hk formil Doktrin yg menjadi sumber hk formil 
ialah doktrin yg menjelma menjadi ialah doktrin yg menjelma menjadi 
putusan hakimputusan hakim



Hukum KebiasaanHukum Kebiasaan

�� Kebiasaan menjadi Hukum Kebiasaan menjadi Hukum 
Kebiasaan mempunyai 2 syarat :Kebiasaan mempunyai 2 syarat :

1.1. Syarat Materiil  : adanya kebiasaan Syarat Materiil  : adanya kebiasaan 
atau tingkah laku yg tetap atau atau tingkah laku yg tetap atau 
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atau tingkah laku yg tetap atau atau tingkah laku yg tetap atau 
diulang , yaitu suatu rangkaian diulang , yaitu suatu rangkaian 
perbuatan yg sama yg berlangsung perbuatan yg sama yg berlangsung 
utk beberapa waktu lamanya. utk beberapa waktu lamanya. (longa 
et inveterata consuetudo)



2.2. SyaratSyarat intelektualintelektual : : kebiasaankebiasaan ituitu
hrs hrs menimbulkanmenimbulkan opinioopinio
necessitatisnecessitatis/ / opinioopinio iurisiuris sivesive//seuseu
necessitatisnecessitatis ((keyakinankeyakinan umumumum
bahwabahwa perbuatanperbuatan ituitu merupakanmerupakan
kewajibankewajiban hkhk))
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kewajibankewajiban hkhk))

3.3. AdanyaAdanya akibatakibat hukumhukum apabilaapabila
hukumhukum kebiasaankebiasaan ituitu dilanggardilanggar

HukumHukum kebiasaankebiasaan = = HukumHukum AdatAdat ??



Kesadaran HukumKesadaran Hukum

�� Merupakan pandangan yang hidup dalam Merupakan pandangan yang hidup dalam 
masyarakat ttg apa hukum itumasyarakat ttg apa hukum itu
(Filsafat hukum suatu masyarakat)(Filsafat hukum suatu masyarakat)

�� Dipengaruhi oleh kesejarahan yang Dipengaruhi oleh kesejarahan yang 
dialami oleh masyarakat tsb (faktor dialami oleh masyarakat tsb (faktor 
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dialami oleh masyarakat tsb (faktor dialami oleh masyarakat tsb (faktor 
budaya, agama, sosiologis, geografis, budaya, agama, sosiologis, geografis, 
ekonomi, dll)ekonomi, dll)

�� Kesadaran hukum menjadi dasar adanya Kesadaran hukum menjadi dasar adanya 
suatu cita hukum (rechts idee) suatu suatu cita hukum (rechts idee) suatu 
masyarakatmasyarakat

�� Pandangan utama mazhab historis (Von Pandangan utama mazhab historis (Von 
Savigny)Savigny)


